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Abstract:	The	transformation	of	public	administration	in	the	digital	era	
marks	 a	 fundamental	 shift	 in	 how	 governments	 operate	 and	 deliver	
services	to	citizens.	The	advancement	of	information	and	communication	
technologies	has	opened	 signiBicant	opportunities	 to	enhance	efBiciency,	
transparency,	 and	 public	 participation	 in	 governance	 processes.	
Digitalization	 enables	 service	 automation,	 faster	 data	 processing,	 and	
two-way	 communication	 between	 governments	 and	 citizens.	 However,	
this	 transformation	 also	 presents	major	 challenges,	 such	 as	 the	 digital	
divide,	bureaucratic	 resistance,	data	protection	 issues,	and	 the	need	 for	
civil	servants	to	develop	digital	competencies.	Modern	governments	face	
increasing	 demands	 to	 rapidly	 adapt	 to	 technological	 changes,	 build	
inclusive	 digital	 infrastructures,	 and	 implement	 policies	 that	 respond	
effectively	to	the	needs	of	digital	society.	This	study	explores	the	dynamics	
of	 public	 administration	 transformation	 through	 conceptual	 and	
theoretical	perspectives	drawn	from	literature.	The	Bindings	indicate	that	
successful	digital	transformation	in	the	public	sector	is	highly	inBluenced	
by	 visionary	 leadership,	 adaptive	 regulations,	 and	 stakeholder	
collaboration.	Therefore,	the	digital	era	offers	strategic	opportunities	to	
strengthen	governance	that	is	more	open,	accountable,	and	data-driven.	
Nevertheless,	 realizing	 these	 potentials	 requires	 strong	 political	
commitment	and	institutional	readiness.	
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Abstrak:	 Transformasi	 administrasi	 publik	 di	 era	 digital	 menandai	
pergeseran	 fundamental	 dalam	 cara	 pemerintahan	 beroperasi	 dan	
melayani	 masyarakat.	 Perkembangan	 teknologi	 informasi	 dan	
komunikasi	telah	membuka	peluang	besar	untuk	meningkatkan	eBisiensi,	
transparansi,	 dan	 partisipasi	 publik	 dalam	 proses	 pemerintahan.	
Digitalisasi	memungkinkan	otomasi	layanan,	pemrosesan	data	yang	lebih	
cepat,	serta	komunikasi	dua	arah	antara	pemerintah	dan	warga	negara.	
Namun,	transformasi	ini	juga	menghadirkan	tantangan	signiBikan	seperti	
kesenjangan	 digital,	 resistensi	 birokrasi,	 perlindungan	 data,	 serta	
kebutuhan	akan	kompetensi	digital	aparatur	negara.	Pemerintah	modern	
dihadapkan	 pada	 tuntutan	 untuk	 beradaptasi	 dengan	 cepat	 terhadap	
perubahan	teknologi,	mengembangkan	infrastruktur	digital	yang	inklusif,	
dan	 menerapkan	 kebijakan	 yang	 responsif	 terhadap	 kebutuhan	
masyarakat	 digital.	 Studi	 ini	 menganalisis	 dinamika	 transformasi	
administrasi	 publik	 melalui	 pendekatan	 konseptual	 dan	 teoritis	 yang	
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diperoleh	 dari	 berbagai	 literatur.	 Hasil	 kajian	 menunjukkan	 bahwa	
keberhasilan	 transformasi	 digital	 dalam	 sektor	 publik	 sangat	
dipengaruhi	 oleh	 kepemimpinan	 visioner,	 regulasi	 yang	 adaptif,	 serta	
kolaborasi	 antar	 pemangku	kepentingan.	Dengan	demikian,	 era	 digital	
menawarkan	 peluang	 strategis	 untuk	 memperkuat	 tata	 kelola	
pemerintahan	yang	lebih	terbuka,	akuntabel,	dan	berbasis	data.	Namun,	
realisasinya	 memerlukan	 komitmen	 politik	 dan	 kesiapan	 institusional	
yang	kuat.	
	

	
Pendahuluan	

	 Era	 digital	 telah	membawa	 dampak	 transformatif	 yang	 begitu	 luas	 terhadap	 berbagai	

aspek	kehidupan,	termasuk	dalam	ranah	administrasi	publik.	Di	tengah	pesatnya	perkembangan	

teknologi	informasi	dan	komunikasi	(TIK),	pemerintah	dituntut	untuk	mampu	beradaptasi	dan	

mengubah	cara	kerja	birokrasi	yang	konvensional	menjadi	lebih	modern,	eQisien,	dan	responsif.	

Transformasi	 ini	 tidak	 hanya	 mencakup	 aspek	 teknis	 seperti	 digitalisasi	 layanan,	 tetapi	 juga	

menyangkut	perubahan	paradigma	dalam	mengelola	urusan	publik,	hubungan	antara	negara	dan	

warga,	serta	peran	pemerintah	dalam	masyarakat	yang	semakin	terdigitalisasi	(Sepriano	et	al.,	

2023).	Administrasi	publik,	yang	sebelumnya	identik	dengan	prosedur	yang	lambat	dan	kaku,	kini	

diarahkan	 untuk	 menjadi	 lebih	 adaptif,	 transparan,	 dan	 berbasis	 teknologi	 guna	 menjawab	

tuntutan	zaman	yang	semakin	kompleks.	

Transformasi	 digital	 dalam	 administrasi	 publik	 bukanlah	 sekadar	 pilihan,	

melainkan	 sebuah	 keniscayaan.	 Seiring	 dengan	 meningkatnya	 harapan	 masyarakat	

terhadap	 pelayanan	 publik	 yang	 cepat,	 mudah	 diakses,	 dan	 akuntabel,	 pemerintah	

dituntut	 untuk	 memperbarui	 sistemnya	 secara	 menyeluruh.	 Hal	 ini	 mencakup	

restrukturisasi	 birokrasi,	 penguatan	 kapasitas	 sumber	 daya	 manusia,	 serta	

pembangunan	 infrastruktur	 teknologi	yang	mendukung	(Fadri	&	Fil,	2024).	Tantangan	

besar	 muncul	 ketika	 birokrasi	 yang	 selama	 ini	 berjalan	 dengan	 sistem	manual	 harus	

beralih	ke	sistem	digital	secara	menyeluruh.	Proses	ini	menimbulkan	resistensi	internal,	

terutama	dari	kalangan	aparatur	sipil	negara	(ASN)	yang	belum	siap	secara	kompetensi	

maupun	mentalitas	terhadap	perubahan	yang	disruptif	ini	(Utami,	2023).	Oleh	karena	itu,	

transformasi	 administrasi	 publik	 di	 era	 digital	 memerlukan	 pendekatan	 yang	

menyeluruh,	integratif,	dan	strategis.	
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Perubahan	yang	dibawa	oleh	era	digital	menuntut	pemerintah	untuk	tidak	hanya	

melakukan	 inovasi	 teknologi,	 tetapi	 juga	melakukan	 reorientasi	 tujuan	 dan	 nilai-nilai	

dalam	 penyelenggaraan	 administrasi	 publik.	 Pemerintahan	 modern	 diharapkan	 tidak	

hanya	 menjalankan	 fungsi	 pelayanan	 secara	 eQisien,	 tetapi	 juga	 mampu	 membangun	

hubungan	 yang	 kolaboratif	 dengan	 masyarakat	 melalui	 platform	 digital.	 Partisipasi	

publik	dalam	proses	pengambilan	kebijakan	menjadi	 semakin	 terbuka	dengan	 adanya	

media	digital	yang	memungkinkan	komunikasi	dua	arah	secara	real-time	(AriQin	&	Katili,	

2024).	Hal	ini	membawa	implikasi	penting	terhadap	tata	kelola	pemerintahan	yang	lebih	

inklusif	dan	demokratis.	Digitalisasi	memungkinkan	pemantauan	dan	evaluasi	kebijakan	

secara	 lebih	 akurat	 berbasis	 data,	 sekaligus	 membuka	 ruang	 bagi	 transparansi	 dan	

akuntabilitas	yang	lebih	tinggi.	

Namun	 demikian,	 tidak	 dapat	 dimungkiri	 bahwa	 transformasi	 digital	 dalam	

administrasi	publik	juga	menghadirkan	sejumlah	tantangan	serius.	Salah	satu	yang	paling	

mencolok	adalah	kesenjangan	digital	(digital	divide)	yang	masih	cukup	besar	di	berbagai	

wilayah,	terutama	antara	daerah	perkotaan	dan	pedesaan.	Keterbatasan	akses	terhadap	

infrastruktur	 digital,	 rendahnya	 literasi	 digital	 masyarakat,	 dan	 belum	 meratanya	

distribusi	 teknologi	 menjadi	 penghambat	 utama	 dalam	 penerapan	 digitalisasi	 secara	

menyeluruh	 (Yulanda	 &	 Adnan,	 2023).	 Dalam	 konteks	 Indonesia,	 hal	 ini	 menjadi	

tantangan	yang	signiQikan	mengingat	karakteristik	geograQis	yang	luas	dan	beragam,	serta	

tingkat	 pembangunan	 yang	 belum	 merata.	 Pemerintah	 harus	 mampu	 menjawab	

tantangan	ini	dengan	pendekatan	yang	inklusif	dan	berkeadilan,	agar	transformasi	digital	

tidak	justru	memperdalam	ketimpangan	sosial.	

Di	sisi	lain,	tantangan	internal	juga	datang	dari	struktur	birokrasi	yang	kompleks	

dan	kerap	kali	rigid	terhadap	perubahan.	Budaya	birokrasi	yang	konservatif	dan	hierarkis	

menjadi	 salah	 satu	 hambatan	 utama	 dalam	 proses	 transformasi	 digital.	 ASN	 sebagai	

pelaksana	utama	administrasi	publik	sering	kali	belum	memiliki	kemampuan	digital	yang	

memadai,	sehingga	perlu	adanya	pelatihan	dan	peningkatan	kapasitas	secara	sistematis	

dan	 berkelanjutan	 (Ilham,	 2025).	 Peran	 kepemimpinan	 yang	 visioner	 sangat	 penting	

dalam	 mendorong	 terjadinya	 perubahan.	 Pemimpin	 birokrasi	 yang	 adaptif	 terhadap	
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teknologi,	mampu	menginspirasi	perubahan	budaya	kerja,	serta	memiliki	integritas	dan	

komitmen	terhadap	pelayanan	publik	menjadi	kunci	sukses	dalam	proses	ini.	

Dalam	 konteks	 kebijakan,	 transformasi	 digital	 menuntut	 adanya	 regulasi	 yang	

adaptif	 dan	mendukung	 inovasi.	 Regulasi	 yang	 terlalu	 kaku	 justru	 akan	menghambat	

proses	 perubahan	 yang	 seharusnya	 dinamis.	 Oleh	 karena	 itu,	 diperlukan	 reformasi	

kebijakan	yang	memungkinkan	Qleksibilitas	dalam	implementasi	teknologi,	namun	tetap	

menjaga	prinsip	akuntabilitas	dan	keamanan	data	 (Almahdali	 et	 al.,	 2024).	Keamanan	

siber	menjadi	isu	penting	yang	harus	mendapatkan	perhatian	serius,	mengingat	semakin	

banyaknya	 data	 pribadi	 dan	 informasi	 sensitif	 yang	 dikelola	 oleh	 sistem	 digital	

pemerintahan.	Tanpa	sistem	keamanan	yang	kuat,	digitalisasi	justru	dapat	menimbulkan	

kerentanan	 baru	 yang	 dapat	 dimanfaatkan	 oleh	 pihak-pihak	 yang	 tidak	 bertanggung	

jawab.	

Perkembangan	konsep	e-government	dan	smart	government	menjadi	bagian	dari	

arsitektur	 baru	 administrasi	 publik	 di	 era	 digital.	 E-government	 menekankan	 pada	

penggunaan	 teknologi	 untuk	 meningkatkan	 eQisiensi	 dan	 efektivitas	 layanan	 publik,	

sementara	 smart	 government	mengintegrasikan	penggunaan	data,	 kecerdasan	buatan,	

dan	 analisis	 prediktif	 untuk	 pengambilan	 keputusan	 yang	 lebih	 baik	 (Ilyasi,	 2025).	

Keduanya	menuntut	adanya	keterbukaan	data	(open	data),	interoperabilitas	sistem,	dan	

penguatan	 kapasitas	 analitik	 di	 lingkungan	 birokrasi.	 Di	 sinilah	 pentingnya	 peran	

transformasi	digital	tidak	hanya	sebagai	alat	bantu	teknis,	tetapi	juga	sebagai	pendekatan	

strategis	dalam	membangun	pemerintahan	yang	responsif,	adaptif,	dan	berbasis	kinerja.	

Lebih	lanjut,	transformasi	digital	juga	membawa	peluang	besar	bagi	peningkatan	

eQisiensi	 dan	 efektivitas	 layanan	 publik.	 Proses-proses	 administrasi	 yang	 sebelumnya	

memakan	waktu	dan	sumber	daya	kini	dapat	dilakukan	secara	otomatis	dan	terintegrasi	

melalui	 sistem	digital.	Hal	 ini	memberikan	manfaat	 tidak	hanya	bagi	 eQisiensi	 internal	

birokrasi,	 tetapi	 juga	 meningkatkan	 kepuasan	 masyarakat	 sebagai	 pengguna	 layanan	

publik	(Johannes,	2024).	Pelayanan	yang	berbasis	teknologi,	seperti	aplikasi	pelayanan	

terpadu,	portal	satu	pintu,	dan	sistem	manajemen	pengaduan	digital,	menjadi	bukti	nyata	

bagaimana	teknologi	mampu	merombak	cara	kerja	birokrasi	yang	selama	ini	dianggap	

lamban	dan	tidak	responsif.	
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Namun	demikian,	realisasi	dari	manfaat	tersebut	memerlukan	kesiapan	organisasi	

dan	 sumber	 daya	 yang	 memadai.	 Tanpa	 komitmen	 politik	 yang	 kuat,	 sinergi	

antarlembaga,	 serta	 dukungan	 anggaran	 yang	 cukup,	 transformasi	 digital	 hanya	 akan	

menjadi	proyek	simbolik	yang	tidak	memberikan	dampak	nyata	(Sulistiyo	et	al.,	2023).	

Oleh	karena	 itu,	 pendekatan	yang	holistik	 sangat	dibutuhkan,	mulai	 dari	 perencanaan	

strategis,	 penyusunan	 kerangka	 kerja	 digital,	 penguatan	 SDM,	 hingga	 evaluasi	 berkala	

atas	implementasi	kebijakan	digital.	Pemerintah	juga	perlu	membuka	ruang	kolaborasi	

dengan	 sektor	 swasta,	 akademisi,	 dan	masyarakat	 sipil	 dalam	menciptakan	 ekosistem	

digital	yang	inklusif	dan	berkelanjutan.	

Perubahan	dalam	administrasi	publik	 juga	harus	disertai	dengan	 inovasi	model	

tata	kelola.	Pemerintahan	digital	yang	efektif	membutuhkan	model	manajemen	berbasis	

kinerja,	pendekatan	berbasis	data	(data-driven	governance),	serta	penggunaan	teknologi	

untuk	 mendukung	 transparansi	 dan	 akuntabilitas	 (Sepriano	 et	 al.,	 2023).	 Perubahan	

model	 ini	 akan	 memberikan	 dampak	 yang	 signiQikan	 terhadap	 cara	 pengambilan	

keputusan,	penyusunan	anggaran,	dan	evaluasi	kinerja	lembaga	publik.	Pemerintah	perlu	

membangun	 sistem	 indikator	 yang	 mampu	mengukur	 efektivitas	 transformasi	 digital	

secara	kuantitatif	dan	kualitatif.	

Penting	juga	untuk	memperhatikan	dimensi	sosial	dalam	transformasi	ini.	Tidak	

semua	 kelompok	 masyarakat	 memiliki	 akses	 dan	 kemampuan	 yang	 sama	 dalam	

memanfaatkan	teknologi	digital.	Oleh	karena	itu,	pendekatan	pembangunan	digital	harus	

mempertimbangkan	 aspek	 inklusi	 sosial	 dan	 pemberdayaan	 masyarakat.	 Pemerintah	

perlu	 menjalankan	 program	 literasi	 digital	 yang	 masif	 dan	 merata,	 khususnya	 bagi	

kelompok	 rentan	 seperti	 lansia,	 penyandang	 disabilitas,	 dan	 masyarakat	 di	 daerah	

tertinggal	(Utami,	2023).	Hanya	dengan	cara	ini,	transformasi	digital	benar-benar	dapat	

dirasakan	secara	luas	dan	adil	oleh	seluruh	lapisan	masyarakat.	

Di	 samping	 itu,	 penting	 untuk	 mencermati	 aspek	 etika	 dan	 nilai-nilai	 dasar	

administrasi	publik	dalam	proses	transformasi	digital.	Kemudahan	akses	dan	kecepatan	

layanan	 tidak	 boleh	 mengorbankan	 nilai-nilai	 seperti	 keadilan,	 transparansi,	 dan	

integritas.	Pemerintah	perlu	menjaga	keseimbangan	antara	eQisiensi	teknis	dan	nilai-nilai	

etika	dalam	setiap	kebijakan	digital	yang	diterapkan	(Fadri	&	Fil,	2024).	Hal	ini	menjadi	
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tantangan	 tersendiri,	 terutama	 ketika	 teknologi	 berkembang	 lebih	 cepat	 daripada	

regulasi	yang	mengaturnya.	Oleh	karena	 itu,	dibutuhkan	mekanisme	pengawasan	yang	

mampu	menyeimbangkan	antara	inovasi	dan	akuntabilitas.	

Transformasi	administrasi	publik	di	era	digital	merupakan	proses	panjang	yang	

menuntut	kesinambungan,	adaptasi,	dan	evaluasi	berkelanjutan.	Pemerintah	tidak	hanya	

perlu	beradaptasi	terhadap	teknologi,	tetapi	juga	terhadap	perubahan	sosial,	budaya,	dan	

ekonomi	yang	menyertainya.	Kompleksitas	 tantangan	yang	dihadapi	menuntut	adanya	

sinergi	lintas	sektor	dan	koordinasi	yang	efektif	antar	level	pemerintahan	(Ilham,	2025).	

Dalam	 konteks	 ini,	 peran	 pusat	 inovasi	 digital,	 pelatihan	 ASN	 berbasis	 teknologi,	 dan	

lembaga	 pengawas	 digital	 menjadi	 sangat	 penting	 untuk	 menjamin	 keberlanjutan	

transformasi	ini.	

Oleh	karena	 itu,	 studi	 ini	 berusaha	mengeksplorasi	 secara	mendalam	dinamika	

transformasi	administrasi	publik	di	era	digital	dengan	menekankan	pada	aspek	peluang	

dan	tantangan	yang	dihadapi	pemerintahan	modern.	Melalui	pendekatan	konseptual	dan	

analisis	 dari	 berbagai	 literatur,	 pembahasan	 akan	 difokuskan	 pada	 bagaimana	

pemerintah	 dapat	 mengelola	 proses	 transformasi	 digital	 secara	 efektif,	 adil,	 dan	

berkelanjutan.	Dengan	demikian,	diharapkan	akan	lahir	model	administrasi	publik	yang	

tidak	hanya	canggih	secara	teknologi,	tetapi	juga	humanis,	inklusif,	dan	akuntabel	dalam	

menjawab	tuntutan	zaman.	

	

Tinjauan	Literatur	

Transformasi	administrasi	publik	di	era	digital	telah	menjadi	tema	sentral	dalam	

berbagai	 kajian	 akademik	 dan	 kebijakan	 publik	 dalam	 beberapa	 tahun	 terakhir.	

Perubahan	ini	berakar	dari	pesatnya	perkembangan	teknologi	informasi	dan	komunikasi	

(TIK)	 yang	 memengaruhi	 hampir	 seluruh	 sektor	 kehidupan,	 termasuk	 tata	 kelola	

pemerintahan.	Dalam	konteks	ini,	Ilham	(2025)	menekankan	pentingnya	kepemimpinan	

yang	progresif	dan	humanis	dalam	mendorong	reformasi	birokrasi	yang	berlandaskan	

teknologi.	Dalam	karyanya,	Ilham	menggambarkan	bagaimana	sosok	Prof.	Zudan	menjadi	

representasi	dari	birokrat	yang	mampu	memimpin	transformasi	digital	tanpa	kehilangan	

nilai-nilai	 dasar	 pelayanan	 publik.	 Ini	menunjukkan	 bahwa	 transformasi	 bukan	 hanya	



	
The	1st	National	Public	Administration	Student	Summit	(NPASS)	

"Innovation	for	Public	Administration	and	Public	Financial	Management"	
	 		

	

Jurusan	Administrasi	Publik	-	Fakultas	Ilmu	Sosial	Dan	Ilmu	Politik	
UIN	Sunan	Gunung	Djati	Bandung	
23	Desember	2025	

162 

 

masalah	 teknologi,	 tetapi	 juga	 berkaitan	 erat	 dengan	 kepemimpinan	 dan	 perubahan	

budaya	organisasi.	

Lebih	 lanjut,	 Sepriano	 et	 al.	 (2023)	 memberikan	 tinjauan	 yang	 menyeluruh	

mengenai	kompleksitas	transformasi	administrasi	publik	dalam	menghadapi	era	digital.	

Dalam	 buku	mereka,	 para	 penulis	menyoroti	 bahwa	 digitalisasi	menciptakan	 peluang	

besar	bagi	eQisiensi	birokrasi,	namun	juga	memperlihatkan	kerentanan	struktural	dalam	

sistem	administrasi	publik	yang	selama	ini	berjalan	dengan	pola	konvensional.	Mereka	

menegaskan	bahwa	keberhasilan	transformasi	sangat	ditentukan	oleh	kesiapan	sistem,	

sumber	daya	manusia,	serta	integrasi	kebijakan	lintas	sektor.	Oleh	karena	itu,	digitalisasi	

bukan	hanya	sekadar	adopsi	perangkat	lunak	dan	sistem	teknologi,	tetapi	juga	menuntut	

reformulasi	terhadap	peran,	struktur,	dan	fungsi	dari	lembaga-lembaga	publik	itu	sendiri.	

Sementara	 itu,	 Fadri	 dan	 Fil	 (2024)	 lebih	 jauh	 membahas	 dampak	 era	 digital	

terhadap	dimensi	internal	administrasi	publik.	Mereka	menyebut	bahwa	ada	lima	aspek	

utama	yang	terdampak	langsung	oleh	digitalisasi,	yaitu	proses	pengambilan	keputusan,	

sistem	pengarsipan,	pelaporan	kinerja,	tata	kelola	data,	dan	interaksi	dengan	masyarakat.	

Perubahan	 dalam	 aspek-aspek	 ini	 menuntut	 birokrasi	 untuk	menjadi	 lebih	 responsif,	

adaptif,	dan	berbasis	data.	Mereka	juga	menekankan	bahwa	digitalisasi	tidak	boleh	dilihat	

sebagai	 solusi	 instan,	 melainkan	 sebagai	 proses	 transformasi	 berkelanjutan	 yang	

memerlukan	 konsistensi	 kebijakan,	 dukungan	 infrastruktur,	 dan	 penguatan	 regulasi	

keamanan	siber	yang	mumpuni.	

Dalam	 kajiannya,	 Utami	 (2023)	 menekankan	 bahwa	 inovasi	 dan	 adaptasi	

merupakan	 dua	 kunci	 utama	 dalam	 menyongsong	 transformasi	 digital	 administrasi	

publik.	 Ia	 menyatakan	 bahwa	 transformasi	 hanya	 akan	 berhasil	 jika	 institusi	

pemerintahan	 mampu	 mengadopsi	 pendekatan	 inovatif	 dalam	 menyelesaikan	

permasalahan	birokrasi	yang	sudah	menahun.	Misalnya,	dengan	penggunaan	teknologi	

cloud	untuk	manajemen	dokumen,	 atau	pemanfaatan	 artiQicial	 intelligence	 (AI)	 dalam	

menganalisis	 kebutuhan	 pelayanan	 masyarakat.	 Utami	 juga	 menyoroti	 pentingnya	

perubahan	 pola	 pikir	 (mindset)	 ASN	 dari	 birokrat	 yang	 hanya	 menjalankan	 tugas	

administratif	menjadi	pelayan	masyarakat	yang	proaktif	dan	inovatif.	
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AriQin	dan	Katili	(2024)	melihat	transformasi	digital	sebagai	fondasi	utama	dalam	

membangun	pelayanan	publik	di	era	modern.	Dalam	jurnal	mereka,	ditekankan	bahwa	

digitalisasi	bukan	hanya	soal	eQisiensi,	tetapi	juga	tentang	akuntabilitas	dan	aksesibilitas.	

Teknologi	memungkinkan	 layanan	 publik	 dapat	 diakses	 kapan	 saja	 dan	 di	mana	 saja,	

menghapus	hambatan	geograQis	dan	waktu.	Namun,	mereka	juga	mengingatkan	bahwa	

transformasi	tersebut	harus	memperhatikan	aspek	inklusivitas	agar	tidak	menimbulkan	

ketimpangan	digital.	Oleh	karena	itu,	diperlukan	kebijakan	aQirmatif	bagi	daerah-daerah	

tertinggal	agar	tidak	tertinggal	dalam	arus	digitalisasi	yang	melaju	cepat.	

Karya	Almahdali	et	al.	 (2024)	menguraikan	secara	rinci	 tantangan	dan	peluang	

reformasi	 birokrasi	 dalam	 era	 digital.	 Penulis	 menyatakan	 bahwa	 peluang	 seperti	

peningkatan	 eQisiensi,	 transparansi,	 dan	 penguatan	 pengawasan	 publik	 menjadi	 nilai	

tambah	utama	dari	digitalisasi.	Namun,	di	sisi	lain,	tantangan	seperti	resistensi	terhadap	

perubahan,	kekosongan	kebijakan	teknis,	dan	keterbatasan	literasi	digital	ASN	menjadi	

hambatan	 signiQikan.	 Mereka	 menyarankan	 agar	 proses	 digitalisasi	 tidak	 hanya	

difokuskan	pada	pembenahan	sistem,	tetapi	juga	harus	menyasar	peningkatan	kapasitas	

kelembagaan	dan	SDM	melalui	pelatihan	teknologi	yang	berkelanjutan	dan	terstruktur.	

Yulanda	 dan	 Adnan	 (2023)	 memberikan	 perspektif	 menarik	 terkait	 hubungan	

antara	 transformasi	 digital	 dan	 eQisiensi	 pelayanan	 publik.	 Dalam	 studinya,	 mereka	

menyatakan	bahwa	 terdapat	korelasi	positif	 antara	 tingkat	digitalisasi	 layanan	dengan	

kepuasan	masyarakat.	Teknologi	memberikan	pengalaman	pelayanan	yang	lebih	cepat,	

akurat,	 dan	 mudah	 dijangkau.	 Namun,	 efektivitas	 digitalisasi	 juga	 bergantung	 pada	

bagaimana	 pemerintah	 mampu	 menjaga	 kontinuitas	 layanan,	 terutama	 dalam	 hal	

pemeliharaan	 sistem,	 penyediaan	 kanal	 bantuan	 daring,	 serta	 pencegahan	 potensi	

peretasan	 data.	 Oleh	 karena	 itu,	 transformasi	 digital	 perlu	 diiringi	 dengan	 penguatan	

aspek	keamanan	informasi.	

Ilyasi	 (2025)	 dalam	 bukunya	 tentang	 governansi	 digital	 menyatakan	 bahwa	

transformasi	digital	merupakan	cerminan	dari	perubahan	paradigma	dalam	administrasi	

publik.	Ia	menekankan	pentingnya	membangun	kerangka	tata	kelola	digital	yang	holistik	

dan	 terintegrasi.	 Kerangka	 tersebut	 meliputi	 perencanaan	 strategis	 berbasis	 data,	

pengembangan	 platform	 teknologi	 yang	 ramah	 pengguna,	 serta	 sistem	 pengawasan	
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digital	 yang	 real-time	 dan	 transparan.	 Ilyasi	 juga	menggarisbawahi	 bahwa	 tanpa	 tata	

kelola	 yang	 baik,	 digitalisasi	 justru	 dapat	 menjadi	 alat	 baru	 untuk	 memperkuat	

kekuasaan	 tanpa	 kontrol	 yang	memadai.	 Oleh	 sebab	 itu,	 nilai-nilai	 demokratis	 seperti	

partisipasi	publik	dan	keterbukaan	harus	tetap	menjadi	roh	dari	transformasi	digital.	

Dalam	konteks	sumber	daya	manusia,	Johannes	(2024)	mengangkat	konsep	Smart	

ASN	 sebagai	 elemen	 penting	 dalam	 mendorong	 keberhasilan	 transformasi	 birokrasi.	

Menurutnya,	ASN	masa	depan	harus	memiliki	kompetensi	digital,	kemampuan	berpikir	

kritis,	 dan	 orientasi	 pelayanan	 publik	 yang	 kuat.	 Program	 pelatihan	 ASN	 berbasis	

teknologi,	seperti	digital	bootcamp	dan	platform	pembelajaran	daring,	dianggap	sebagai	

solusi	untuk	mengakselerasi	kesiapan	birokrasi	dalam	menghadapi	era	digital.	Johannes	

juga	 menyoroti	 pentingnya	 sistem	 insentif	 dan	 evaluasi	 berbasis	 kinerja	 untuk	

mendorong	ASN	agar	lebih	proaktif	dalam	mengadopsi	teknologi.	

Studi	empiris	yang	dilakukan	oleh	Sulistiyo	et	al.	(2023)	di	Provinsi	Maluku	Utara	

memperkuat	 pentingnya	 kapabilitas	 transformasi	 (transformation	 capability)	 dalam	

meningkatkan	 kinerja	 pemerintahan	 di	 era	 digital.	 Mereka	 menemukan	 bahwa	

kemampuan	 organisasi	 untuk	 merespons	 perubahan	 teknologi,	 mengelola	 proses	

digitalisasi,	 dan	 mengembangkan	 inovasi	 layanan	 sangat	 berpengaruh	 terhadap	

pencapaian	 indikator	 kinerja	 pemerintahan.	 Studi	 ini	 menegaskan	 bahwa	 faktor	

struktural	 dan	 kultural	 dalam	 organisasi	 publik	 harus	 diubah	 agar	 sesuai	 dengan	

tuntutan	 era	 digital.	 Kegagalan	 dalam	 membangun	 kapabilitas	 transformasi	 akan	

mengakibatkan	stagnasi	birokrasi	di	tengah	perubahan	yang	semakin	cepat.	

Sebagai	 tambahan,	banyak	 literatur	 juga	menyoroti	perlunya	pendekatan	multi-

aktor	dalam	transformasi	digital	administrasi	publik.	Kolaborasi	antara	pemerintah	pusat	

dan	daerah,	kerja	sama	dengan	sektor	swasta,	serta	keterlibatan	aktif	masyarakat	sipil	

menjadi	 strategi	penting	untuk	menciptakan	ekosistem	digital	 yang	 sehat	dan	 inklusif	

(Sepriano	et	al.,	2023;	Almahdali	et	al.,	2024).	Pendekatan	ini	memungkinkan	pemerintah	

untuk	tidak	hanya	menjadi	penyedia	layanan,	tetapi	juga	sebagai	fasilitator	inovasi	dan	

kolaborasi	 lintas	 sektor.	Peran	perguruan	 tinggi	dan	 lembaga	riset	 juga	penting	dalam	

menyediakan	masukan	berbasis	bukti	(evidence-based	policy)	bagi	perumusan	kebijakan	

digital.	
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Selain	aspek	struktural	dan	teknis,	transformasi	digital	administrasi	publik	juga	

memiliki	dimensi	normatif	dan	etis.	Ilham	(2025)	menekankan	bahwa	nilai-nilai	seperti	

integritas,	kejujuran,	dan	keadilan	harus	tetap	dijaga	dalam	proses	digitalisasi.	Teknologi	

hanya	alat,	dan	hasilnya	sangat	tergantung	pada	niat	serta	orientasi	nilai	dari	pengguna	

teknologi	 tersebut.	 Dalam	 hal	 ini,	 pendidikan	 etika	 digital	 bagi	 ASN	 serta	 sistem	

pengawasan	 internal	 yang	 kuat	 sangat	 diperlukan	 untuk	 mencegah	 penyalahgunaan	

wewenang	dalam	sistem	digital	yang	serba	otomatis	dan	tidak	selalu	diawasi	secara	Qisik.	

Secara	 keseluruhan,	 tinjauan	 literatur	 menunjukkan	 bahwa	 transformasi	

administrasi	 publik	 di	 era	 digital	 merupakan	 fenomena	 yang	 kompleks	 dan	

multidimensional.	 Proses	 ini	 tidak	 hanya	 menuntut	 reformasi	 struktural	 dan	 adopsi	

teknologi,	tetapi	juga	membutuhkan	perubahan	budaya	birokrasi,	peningkatan	kapasitas	

manusia,	dan	penyesuaian	kerangka	regulasi.	Lebih	dari	 itu,	keberhasilan	transformasi	

digital	sangat	bergantung	pada	komitmen	politik	yang	kuat,	koordinasi	lintas	sektor,	serta	

partisipasi	 aktif	 masyarakat	 sebagai	 pengguna	 dan	 pengawas	 layanan	 publik	 digital.	

Literatur	yang	telah	dibahas	memberikan	dasar	teoritis	dan	praktis	yang	sangat	penting	

untuk	memahami	dinamika,	potensi,	dan	tantangan	dari	transformasi	administrasi	publik	

di	era	digital.	

	 	

Metode	Penelitian	

Penelitian	ini	menggunakan	pendekatan	kualitatif	dengan	metode	studi	pustaka	

(library	 research)	 sebagai	 strategi	utama	dalam	pengumpulan	dan	analisis	data.	 Studi	

pustaka	 dipilih	 karena	 fokus	 utama	 penelitian	 ini	 adalah	 untuk	 menggali,	

mengidentiQikasi,	 dan	 menganalisis	 secara	 mendalam	 berbagai	 konsep,	 teori,	 hasil	

temuan,	 serta	 pemikiran	 yang	 telah	 berkembang	 dalam	 literatur	 terkait	 transformasi	

administrasi	publik	di	era	digital.	Dalam	konteks	ini,	data	yang	digunakan	bersumber	dari	

berbagai	 publikasi	 ilmiah,	 buku,	 jurnal	 nasional,	 laporan	 penelitian,	 serta	 dokumen	

akademik	 yang	 relevan	 dengan	 tema	 penelitian.	 Seluruh	 bahan	 pustaka	 dipilih	 secara	

purposif,	yakni	berdasarkan	relevansi	dan	kesesuaiannya	dengan	pokok	permasalahan	

yang	dikaji,	serta	mempertimbangkan	kredibilitas	dan	mutakhirnya	informasi	tersebut.	
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Proses	 pengumpulan	 data	 dilakukan	 melalui	 penelusuran	 sistematis	 terhadap	

sumber-sumber	 literatur	 yang	 membahas	 tema-tema	 seperti	 digitalisasi	 birokrasi,	

reformasi	 administrasi	 publik,	 pelayanan	 publik	 berbasis	 teknologi,	 transformasi	

struktural	 pemerintahan,	 serta	 tantangan	 kebijakan	 publik	 di	 era	 digital.	 Penelusuran	

dilakukan	 melalui	 berbagai	 repositori	 akademik,	 perpustakaan	 daring,	 dan	 publikasi	

lembaga	 penelitian	 yang	 kredibel.	 Setelah	 proses	 pengumpulan,	 dilakukan	 seleksi	

terhadap	literatur	yang	relevan,	kemudian	dilakukan	pencatatan	dan	pengorganisasian	

informasi	 melalui	 teknik	 pencatatan	 isi	 (content	 note-taking)	 untuk	 mempermudah	

proses	analisis	dan	sintesis	data.	

Dalam	 tahap	 analisis,	 peneliti	 menggunakan	 pendekatan	 analisis	 kualitatif-

deskriptif,	yakni	dengan	menelaah	dan	menginterpretasi	makna-makna	yang	terkandung	

dalam	 literatur	 secara	mendalam.	Data	 dianalisis	melalui	 proses	 kategorisasi	 tematik,	

yakni	dengan	mengelompokkan	 informasi	ke	dalam	 tema-tema	utama	seperti	peluang	

digitalisasi	 dalam	 administrasi	 publik,	 tantangan	 struktural	 dan	 kultural	 birokrasi,	

adaptasi	 kelembagaan	 terhadap	 teknologi,	 serta	 relevansi	 kebijakan	digital.	 Teknik	 ini	

memungkinkan	 peneliti	 untuk	 menggambarkan	 fenomena	 secara	 komprehensif	 dan	

kontekstual,	tanpa	harus	mengandalkan	data	primer	atau	metode	kuantitatif.	

Selain	 itu,	 peneliti	 juga	 menggunakan	 pendekatan	 komparatif	 dalam	

membandingkan	berbagai	pendapat,	teori,	dan	temuan	antar	literatur	untuk	memperoleh	

pemahaman	yang	utuh	dan	tidak	parsial.	Dengan	membandingkan	pandangan	para	ahli	

dari	berbagai	sumber,	peneliti	dapat	mengidentiQikasi	pola-pola	umum	serta	perbedaan	

argumentasi	 yang	 memperkaya	 analisis.	 Pendekatan	 ini	 juga	 membantu	 dalam	

mengevaluasi	konsistensi	dan	keberagaman	perspektif	dalam	literatur	akademik	terkait	

transformasi	administrasi	publik	di	era	digital.	

Untuk	menjaga	objektivitas	dan	keabsahan	analisis,	peneliti	menerapkan	prinsip	

triangulasi	 sumber	 literatur,	 yakni	 dengan	mengacu	 pada	 berbagai	 jenis	 sumber	 yang	

berbeda—baik	 itu	 dari	 jurnal	 ilmiah,	 buku	 akademik,	 maupun	 laporan	 institusi	 yang	

kredibel.	 Dengan	 demikian,	 hasil	 kajian	 tidak	 hanya	 bersifat	 teoritis,	 tetapi	 juga	

mencerminkan	 realitas	 empiris	 yang	 telah	 dikaji	 oleh	 para	 peneliti	 terdahulu.	 Teknik	
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triangulasi	 ini	 juga	 digunakan	 untuk	 memastikan	 bahwa	 kesimpulan	 yang	 diambil	

memiliki	dasar	yang	kuat	dan	dapat	dipertanggungjawabkan	secara	akademik.	

Secara	 keseluruhan,	 metode	 studi	 pustaka	 dalam	 penelitian	 ini	 tidak	 hanya	

berfungsi	 sebagai	 teknik	 pengumpulan	 data,	 tetapi	 juga	 sebagai	 landasan	 konseptual	

untuk	membangun	kerangka	berpikir	dan	argumentasi	 ilmiah.	Melalui	pendekatan	 ini,	

diharapkan	 hasil	 penelitian	 dapat	 memberikan	 kontribusi	 teoritis	 dan	 praktis	 yang	

bermakna	dalam	memahami	dinamika	 transformasi	 administrasi	 publik	 di	 era	 digital,	

serta	menjadi	referensi	bagi	pengambil	kebijakan	dan	akademisi	dalam	mengembangkan	

strategi	transformasi	birokrasi	yang	inklusif,	adaptif,	dan	berbasis	teknologi.	

	

Hasil	Penelitian	

Transformasi	 administrasi	 publik	 di	 era	 digital	 telah	 menunjukkan	 perubahan	

yang	sangat	signiQikan	dalam	berbagai	aspek	kelembagaan	pemerintahan.	Berdasarkan	

hasil	 kajian	 pustaka,	 ditemukan	 bahwa	 digitalisasi	 telah	 mendorong	 terjadinya	

pergeseran	paradigma	birokrasi	dari	sistem	manual	yang	lamban,	tertutup,	dan	hierarkis	

menuju	 sistem	 pelayanan	 publik	 yang	 cepat,	 terbuka,	 dan	 responsif.	 Ilham	 (2025)	

menekankan	bahwa	peran	pemimpin	birokrasi	yang	visioner	dan	humanis	seperti	Prof.	

Zudan	 menjadi	 katalisator	 penting	 dalam	 memastikan	 arah	 transformasi	 ini	 berjalan	

dengan	 konsisten,	 inklusif,	 dan	 berkelanjutan.	 Inovasi	 berbasis	 digital	 bukan	 hanya	

bersifat	 teknis,	 tetapi	 juga	 menyentuh	 aspek	 etika,	 kepemimpinan,	 dan	 pengelolaan	

sumber	daya	manusia	dalam	birokrasi	publik.	

Sejalan	dengan	itu,	Sepriano	et	al.	(2023)	menunjukkan	bahwa	digitalisasi	dalam	

administrasi	publik	di	 Indonesia	 tidak	hanya	dipicu	oleh	tuntutan	eQisiensi,	 tetapi	 juga	

oleh	 kebutuhan	 untuk	menyesuaikan	 diri	 dengan	 tuntutan	masyarakat	 yang	 semakin	

kompleks	dan	dinamis.	Penerapan	teknologi	digital	seperti	e-government,	smart	city,	dan	

sistem	 informasi	 manajemen	 telah	 menjadi	 keniscayaan	 dalam	 mewujudkan	

pemerintahan	yang	efektif	dan	akuntabel.	Di	sisi	 lain,	 tantangan	muncul	dalam	bentuk	

kesiapan	infrastruktur	digital,	kesenjangan	literasi	digital	antar	wilayah,	dan	resistensi	

dari	aparat	birokrasi	yang	belum	mampu	beradaptasi	secara	optimal	terhadap	perubahan	

tersebut.	
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Menurut	 Fadri	 dan	 Fil	 (2024),	 transformasi	 digital	 dalam	 birokrasi	 turut	

memengaruhi	struktur	kerja	dan	proses	pengambilan	keputusan	dalam	organisasi	publik.	

Dengan	 adopsi	 sistem	 digital	 yang	 semakin	 masif,	 proses	 birokrasi	 yang	 sebelumnya	

berlapis-lapis	 menjadi	 lebih	 terintegrasi	 dan	 transparan.	 Hal	 ini	 mempermudah	

masyarakat	 dalam	mengakses	 layanan	 publik,	 sekaligus	menurunkan	 peluang	 praktik	

korupsi	dan	penyalahgunaan	wewenang.	Namun	demikian,	perubahan	struktur	ini	juga	

menuntut	 pengembangan	 kapasitas	 pegawai	 negeri	 sipil	 agar	 mampu	 mengelola	

informasi	secara	profesional	dan	bertanggung	jawab.	

Lebih	lanjut,	Utami	(2023)	menyatakan	bahwa	adaptasi	terhadap	teknologi	digital	

menuntut	pemerintah	tidak	hanya	mengadopsi	alat-alat	digital,	tetapi	juga	menciptakan	

budaya	 kerja	 baru	 yang	 mendorong	 kolaborasi,	 keterbukaan	 informasi,	 dan	 inovasi	

berkelanjutan.	 Dalam	 banyak	 kasus,	 inovasi	 digital	 dalam	 pelayanan	 publik	 seperti	

pelayanan	daring	(online	service),	sistem	antrean	berbasis	aplikasi,	dan	pengelolaan	data	

kependudukan	 secara	 terpusat	 terbukti	 meningkatkan	 eQisiensi	 dan	 kepuasan	

masyarakat	 terhadap	 layanan	 pemerintahan.	 Keberhasilan	 ini	 sebagian	 besar	

dipengaruhi	oleh	adanya	komitmen	politik,	tata	kelola	yang	adaptif,	dan	pemahaman	yang	

kuat	terhadap	kebutuhan	masyarakat.	

AriQin	dan	Katili	(2024)	menyoroti	bahwa	digitalisasi	pelayanan	publik	memiliki	

potensi	besar	dalam	memperbaiki	kualitas	dan	eQisiensi	pelayanan.	Namun,	potensi	 ini	

akan	 sulit	 terwujud	 apabila	 tidak	 disertai	 dengan	 kebijakan	 yang	 komprehensif,	

pembiayaan	 yang	 memadai,	 dan	 integrasi	 sistem	 lintas	 instansi.	 Dalam	 konteks	 ini,	

kebijakan	 transformasi	 digital	 seringkali	 terhambat	 oleh	 ego	 sektoral,	 lemahnya	

koordinasi	 antar	 lembaga,	 dan	keterbatasan	kapasitas	 kelembagaan	di	 tingkat	daerah.	

Oleh	karena	itu,	penguatan	tata	kelola	digital	secara	nasional	menjadi	sangat	krusial	agar	

proses	digitalisasi	tidak	berjalan	secara	terfragmentasi	dan	sporadis.	

Sementara	itu,	Almahdali	et	al.	(2024)	menjelaskan	bahwa	reformasi	birokrasi	di	

era	 digital	 merupakan	 proses	 yang	 multidimensi	 dan	 membutuhkan	 pendekatan	

sistemik.	Pemerintah	tidak	hanya	dituntut	memperbaiki	sistem	informasi	dan	teknologi,	

tetapi	juga	harus	memperkuat	aspek	regulatif,	normatif,	dan	struktural.		



	
The	1st	National	Public	Administration	Student	Summit	(NPASS)	

"Innovation	for	Public	Administration	and	Public	Financial	Management"	
	 		

	

Jurusan	Administrasi	Publik	-	Fakultas	Ilmu	Sosial	Dan	Ilmu	Politik	
UIN	Sunan	Gunung	Djati	Bandung	
23	Desember	2025	

169 

 

Penelitian	 ini	 menekankan	 pentingnya	 keterlibatan	 seluruh	 pemangku	

kepentingan,	 termasuk	 masyarakat	 sipil,	 sektor	 swasta,	 dan	 dunia	 akademik	 dalam	

mendukung	keberhasilan	transformasi	ini.	Partisipasi	publik	melalui	platform	digital	juga	

berperan	penting	dalam	menciptakan	pemerintahan	yang	partisipatif	dan	demokratis.	

Yulanda	dan	Adnan	(2023)	menambahkan	bahwa	digitalisasi	administrasi	publik	

memiliki	dampak	signiQikan	dalam	meningkatkan	transparansi	dan	akuntabilitas	kinerja	

pemerintah.	 Melalui	 sistem	 informasi	 berbasis	 data,	 masyarakat	 dapat	 memantau	

langsung	proses	 dan	hasil	 kerja	 instansi	 pemerintah.	 Ini	menciptakan	hubungan	 yang	

lebih	 terbuka	 antara	 negara	 dan	 warganya,	 serta	 memperkuat	 kepercayaan	 publik	

terhadap	 institusi	negara.	Namun	demikian,	kepercayaan	 tersebut	hanya	dapat	 terjaga	

jika	 pemerintah	 konsisten	 dalam	 menerapkan	 prinsip-prinsip	 good	 governance	 serta	

mampu	melindungi	data	dan	privasi	warga	negara.	

Dari	 sisi	 tata	 kelola,	 Ilyasi	 (2025)	 menyatakan	 bahwa	 implementasi	 digital	

governance	menjadi	 fondasi	utama	dalam	mendukung	 transformasi	birokrasi	modern.	

Pemerintah	perlu	memiliki	arsitektur	sistem	informasi	yang	terpadu,	aman,	dan	Qleksibel	

agar	dapat	mengakomodasi	kebutuhan	 layanan	publik	yang	 terus	berkembang.	Hal	 ini	

mencakup	 integrasi	 antara	 sistem	 perencanaan,	 penganggaran,	 pelaporan,	 hingga	

evaluasi	kinerja	secara	real-time.	Di	sinilah	pentingnya	sinergi	antara	teknologi	informasi	

dengan	 reformasi	 struktural	 agar	 transformasi	 digital	 tidak	 menjadi	 sekadar	 slogan,	

tetapi	benar-benar	mampu	mengubah	cara	kerja	birokrasi	secara	mendasar.	

Penelitian	 Johannes	 (2024)	 mengenai	 implementasi	 “Smart	 ASN”	 di	 Provinsi	

Sulawesi	Utara	menunjukkan	bahwa	penguatan	kapasitas	aparatur	negara	dalam	bidang	

teknologi	 informasi	 sangat	memengaruhi	keberhasilan	digitalisasi	 administrasi	publik.	

ASN	 yang	 cakap	 secara	 digital	 cenderung	 lebih	 adaptif	 terhadap	 perubahan,	memiliki	

tingkat	 produktivitas	 yang	 tinggi,	 serta	 mampu	 memberikan	 pelayanan	 yang	 inovatif	

kepada	masyarakat.	Namun,	hasil	 tersebut	 juga	menunjukkan	masih	adanya	disparitas	

kapasitas	di	antara	ASN,	yang	menuntut	adanya	program	pelatihan	dan	pengembangan	

kompetensi	yang	terstruktur	dan	berkelanjutan.	

Sulistiyo	 et	 al.	 (2023)	 memberikan	 temuan	 empiris	 bahwa	 kemampuan	

transformasi	 (transformation	 capability)	 memiliki	 pengaruh	 yang	 signiQikan	 terhadap	



	
The	1st	National	Public	Administration	Student	Summit	(NPASS)	

"Innovation	for	Public	Administration	and	Public	Financial	Management"	
	 		

	

Jurusan	Administrasi	Publik	-	Fakultas	Ilmu	Sosial	Dan	Ilmu	Politik	
UIN	Sunan	Gunung	Djati	Bandung	
23	Desember	2025	

170 

 

kinerja	pemerintahan	dalam	pelaksanaan	kebijakan	digitalisasi.	Pemerintah	daerah	yang	

memiliki	kapabilitas	transformasi	yang	tinggi,	seperti	dalam	hal	manajemen	perubahan,	

penguasaan	teknologi,	dan	kepemimpinan	strategis,	menunjukkan	kinerja	yang	lebih	baik	

dalam	 implementasi	 kebijakan	 digital.	 Penelitian	 ini	 menekankan	 pentingnya	

pembangunan	 kapasitas	 kelembagaan	 secara	 sistematis	 sebagai	 prasyarat	 dalam	

menjalankan	transformasi	birokrasi	yang	efektif	dan	berdampak.	

	

Diskusi	

Transformasi	administrasi	publik	di	era	digital	merupakan	perubahan	mendasar	

yang	menuntut	penyesuaian	di	berbagai	 lini	pemerintahan.	Perubahan	 ini	 tidak	hanya	

sebatas	pada	penggunaan	 teknologi	 informasi	dan	komunikasi,	 tetapi	menyentuh	cara	

berpikir,	 struktur	 organisasi,	 hingga	 sistem	 kerja	 birokrasi	 itu	 sendiri.	 Ilham	 (2025)	

menekankan	 bahwa	 dalam	 konteks	 Indonesia,	 pemimpin	 yang	 visioner	 seperti	 Prof.	

Zudan	memainkan	peran	penting	dalam	membangun	paradigma	baru	dalam	birokrasi	

digital	 yang	 mengedepankan	 humanisme	 dan	 integritas.	 Ini	 menunjukkan	 bahwa	

keberhasilan	transformasi	 tidak	dapat	dilepaskan	dari	 faktor	kepemimpinan	dan	nilai-

nilai	budaya	organisasi	yang	mendasarinya.	

Kesiapan	 sumber	 daya	 manusia	 birokrasi	 menjadi	 aspek	 krusial	 dalam	

mendukung	digitalisasi	administrasi	publik.	Seperti	dikemukakan	oleh	Johannes	(2024),	

optimalisasi	 ASN	 berbasis	 teknologi	 memerlukan	 strategi	 peningkatan	 kompetensi	

digital	 yang	 sistematis	 dan	 berkelanjutan.	 Tantangan	 utama	 yang	 dihadapi	 adalah	

kesenjangan	digital	 antara	ASN	generasi	 lama	dengan	generasi	 baru	yang	 lebih	melek	

teknologi.	Oleh	karena	itu,	pelatihan	dan	rekayasa	manajemen	perubahan	menjadi	suatu	

keniscayaan	 agar	 ASN	 dapat	 beradaptasi	 dan	 tidak	 tertinggal	 dalam	 ekosistem	 kerja	

digital.	

Transformasi	 ini	 juga	 menuntut	 reformasi	 kebijakan	 dan	 peraturan	 yang	

mengakomodasi	 sistem	kerja	berbasis	digital.	 Sepriano	et	al.	 (2023)	menggarisbawahi	

pentingnya	 penyesuaian	 regulasi	 untuk	mendukung	model	 pelayanan	 berbasis	 daring	

yang	transparan	dan	cepat.	Pemerintah	tidak	bisa	lagi	berpegang	pada	regulasi	lama	yang	

berbasis	 administrasi	 manual,	 karena	 hal	 ini	 justru	 menghambat	 eQisiensi	 layanan.	
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Kebijakan	 harus	 mampu	 memberikan	 ruang	 bagi	 inovasi	 birokrasi	 tanpa	 kehilangan	

prinsip	akuntabilitas	dan	integritas	publik.	

Dalam	 kerangka	 pelayanan	 publik,	 digitalisasi	 menghadirkan	 peluang	 untuk	

meningkatkan	 aksesibilitas,	 transparansi,	 dan	 kepuasan	masyarakat	 terhadap	 layanan	

pemerintah.	AriQin	&	Katili	(2024)	mencatat	bahwa	layanan	digital	mampu	memangkas	

waktu,	biaya,	dan	hambatan	geograQis	dalam	pengurusan	dokumen	administrasi.	Namun,	

di	 sisi	 lain,	 masih	 terdapat	 tantangan	 besar	 seperti	 keterbatasan	 literasi	 digital	

masyarakat,	 ketimpangan	 akses	 internet,	 serta	 keamanan	 data	 yang	 rawan	

disalahgunakan	jika	tidak	ditopang	sistem	pengamanan	siber	yang	kuat.	

Ilyasi	 (2025)	 dalam	 studi	 tentang	 governansi	 digital	 menekankan	 bahwa	

transformasi	 digital	 yang	 berhasil	 hanya	 dapat	 tercapai	 apabila	 sistem	 pemerintahan	

mengadopsi	prinsip-prinsip	keterbukaan,	partisipasi	publik,	dan	kolaborasi	multisektor.	

Artinya,	digitalisasi	tidak	semata	urusan	teknologi,	tetapi	juga	membutuhkan	reformasi	

tata	kelola	pemerintahan	yang	melibatkan	berbagai	pemangku	kepentingan.	Pemerintah	

harus	mengembangkan	sistem	yang	mendukung	keterlibatan	warga	dalam	pengambilan	

kebijakan	melalui	kanal-kanal	digital	yang	inklusif	dan	mudah	diakses.	

Reformasi	 birokrasi	 dalam	 kerangka	 transformasi	 digital	 juga	 mendorong	

penciptaan	 indikator	 kinerja	 baru	 yang	 tidak	 hanya	 mengukur	 output	 administratif,	

tetapi	juga	outcome	dari	pelayanan	digital.	Almahdali	et	al.	(2024)	menunjukkan	bahwa	

digitalisasi	 mengubah	 cara	 pemerintah	 mengevaluasi	 performa	 organisasi.	 Indikator	

seperti	kepuasan	masyarakat	terhadap	layanan	digital,	kecepatan	layanan	online,	serta	

tingkat	 penyelesaian	 aduan	 digital	 menjadi	 metrik	 penting	 yang	 belum	 sepenuhnya	

terakomodasi	dalam	sistem	kinerja	birokrasi	konvensional.	

Fadri	 &	 Fil	 (2024)	 menyoroti	 adanya	 dilema	 antara	 eQisiensi	 digital	 dengan	

persoalan	etika	dan	keadilan	sosial.	Meskipun	digitalisasi	meningkatkan	kecepatan	dan	

efektivitas	layanan,	namun	tidak	semua	lapisan	masyarakat	memiliki	kemampuan	atau	

fasilitas	 untuk	mengakses	 layanan	 berbasis	 digital.	 Hal	 ini	memunculkan	 kesenjangan	

layanan	 publik	 dan	 menimbulkan	 eksklusi	 bagi	 kelompok	 rentan	 seperti	 lansia,	

penyandang	 disabilitas,	 dan	 masyarakat	 terpencil.	 Pemerintah	 perlu	 merancang	
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kebijakan	 aQirmatif	 yang	 menjamin	 bahwa	 transformasi	 digital	 tetap	 berprinsip	 pada	

keadilan	sosial.	

Lebih	 lanjut,	 Utami	 (2023)	 menekankan	 pentingnya	 inovasi	 dalam	 proses	

transformasi.	 Digitalisasi	 bukan	 hanya	 sekadar	mengalihkan	 layanan	manual	 menjadi	

elektronik,	 tetapi	 juga	 menciptakan	 model	 layanan	 baru	 yang	 lebih	 adaptif	 terhadap	

kebutuhan	 masyarakat.	 Contohnya	 adalah	 layanan	 terintegrasi	 satu	 pintu	 berbasis	

aplikasi	 mobile	 yang	 memungkinkan	 masyarakat	 mengakses	 berbagai	 jenis	 layanan	

dalam	 satu	 platform.	 Inovasi	 semacam	 ini	 harus	 terus	 didorong	 untuk	 menjawab	

ekspektasi	 masyarakat	 modern	 yang	 menginginkan	 kecepatan,	 keterbukaan,	 dan	

eQisiensi.	

Yulanda	 &	 Adnan	 (2023)	 menekankan	 peran	 teknologi	 informasi	 dalam	

mempercepat	proses	pengambilan	keputusan.	Dengan	sistem	digital,	proses	pengolahan	

data	 dan	 pelaporan	 menjadi	 lebih	 cepat	 dan	 akurat.	 Hal	 ini	 memperkuat	 fungsi	

perencanaan,	 evaluasi,	 dan	 pengendalian	 dalam	 administrasi	 publik.	 Namun,	

keberhasilan	 ini	 sangat	 tergantung	 pada	 integrasi	 data	 antarlembaga	 serta	 kesiapan	

sistem	manajemen	data	pemerintah	yang	saat	ini	masih	belum	sepenuhnya	sinkron.	

Dalam	perspektif	kinerja	kelembagaan,	Sulistiyo	et	al.	(2023)	menyatakan	bahwa	

kemampuan	 transformasional	 suatu	 instansi	menjadi	 kunci	 utama	dalam	menghadapi	

era	 digital.	 Lembaga	 yang	 mampu	 membangun	 kapasitas	 adaptif,	 struktur	 organisasi	

yang	 Qleksibel,	 serta	 budaya	 kerja	 berbasis	 hasil	 cenderung	 lebih	 sukses	 dalam	

melaksanakan	 transformasi	 digital.	 Sebaliknya,	 lembaga	 yang	 birokratis,	 kaku,	 dan	

resistif	 terhadap	 perubahan	 akan	 menghadapi	 hambatan	 signiQikan	 dalam	 proses	

transformasi.	

Secara	strategis,	transformasi	administrasi	publik	di	era	digital	juga	menciptakan	

peluang	kolaborasi	lintas	sektor	antara	pemerintah,	sektor	swasta,	dan	masyarakat	sipil.	

Sepriano	 et	 al.	 (2023)	 menyatakan	 bahwa	 keberhasilan	 inisiatif	 digital,	 seperti	 e-

government,	sangat	ditentukan	oleh	keterlibatan	aktif	aktor-aktor	non-pemerintah	yang	

memiliki	 kapasitas	 inovatif	 dan	 teknologi.	 Oleh	 karena	 itu,	 model	 kolaborasi	 publik-

swasta	 perlu	 diperkuat	 dalam	 perumusan	 dan	 implementasi	 kebijakan	 digitalisasi	

administrasi.	



	
The	1st	National	Public	Administration	Student	Summit	(NPASS)	

"Innovation	for	Public	Administration	and	Public	Financial	Management"	
	 		

	

Jurusan	Administrasi	Publik	-	Fakultas	Ilmu	Sosial	Dan	Ilmu	Politik	
UIN	Sunan	Gunung	Djati	Bandung	
23	Desember	2025	

173 

 

Ilham	 (2025)	 mengingatkan	 bahwa	 integritas	 dan	 akuntabilitas	 tetap	 harus	

menjadi	 fondasi	 utama	 dalam	 setiap	 proses	 transformasi	 digital.	 Teknologi	 digital	

memang	bisa	membantu	menutup	celah-celah	korupsi	administratif,	namun	tanpa	etika	

pelayanan	publik	dan	mekanisme	pengawasan	yang	efektif,	digitalisasi	bisa	saja	menjadi	

alat	baru	untuk	praktik	maladministrasi	dalam	bentuk	yang	lebih	canggih.	Oleh	sebab	itu,	

pembangunan	 kapasitas	 integritas	 ASN	 juga	 harus	 menjadi	 agenda	 utama	 reformasi	

digital.	

	

Kesimpulan	

Transformasi	 administrasi	 publik	 di	 era	 digital	 merupakan	 keniscayaan	 dalam	

menjawab	 tuntutan	 zaman	 yang	 semakin	 kompleks	 dan	 dinamis.	 Perkembangan	

teknologi	 informasi	 telah	 membawa	 perubahan	 fundamental	 dalam	 tata	 kelola	

pemerintahan,	mendorong	 eQisiensi,	 transparansi,	 dan	 akuntabilitas	 yang	 lebih	 tinggi.	

Digitalisasi	 administrasi	 publik	 tidak	 lagi	 menjadi	 pilihan,	 melainkan	 keharusan	 bagi	

pemerintah	modern	agar	tetap	relevan	dan	mampu	melayani	masyarakat	dengan	optimal.	

Namun,	 transformasi	 ini	 tidak	 lepas	 dari	 berbagai	 tantangan	 yang	 signiQikan.	

Kesenjangan	 digital,	 keterbatasan	 infrastruktur,	 serta	 rendahnya	 literasi	 digital	 di	

kalangan	aparatur	dan	masyarakat	menjadi	hambatan	utama	yang	perlu	segera	diatasi.	

Selain	 itu,	 resistensi	 terhadap	 perubahan	 dalam	 lingkungan	 birokrasi	 masih	 menjadi	

kendala	psikologis	dan	struktural	yang	memerlukan	pendekatan	manajemen	perubahan	

secara	strategis	dan	berkelanjutan.	

Di	 sisi	 lain,	 peluang	 yang	 ditawarkan	 oleh	 transformasi	 digital	 sangat	 besar.	

Pemerintah	dapat	menciptakan	sistem	pelayanan	yang	lebih	cepat,	mudah	diakses,	dan	

terintegrasi.	 Teknologi	 digital	 memungkinkan	 pengambilan	 keputusan	 berbasis	 data,	

mendorong	partisipasi	masyarakat	dalam	perumusan	kebijakan,	serta	membuka	ruang	

inovasi	dalam	layanan	publik.	Hal	ini	menunjukkan	bahwa	digitalisasi	administrasi	publik	

berpotensi	memperkuat	demokrasi	dan	memperluas	ruang	partisipasi	sosial.	

Keberhasilan	 transformasi	 administrasi	 publik	 di	 era	 digital	 sangat	 ditentukan	

oleh	kepemimpinan	yang	visioner,	kebijakan	yang	adaptif,	dan	sinergi	lintas	sektor.	Perlu	

adanya	kolaborasi	antara	pemerintah	pusat	dan	daerah,	sektor	swasta,	serta	masyarakat	
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sipil	 untuk	membangun	ekosistem	digital	 yang	 inklusif	 dan	berkeadilan.	Transformasi	

bukan	hanya	soal	teknologi,	tetapi	juga	menyangkut	perubahan	budaya	kerja,	nilai-nilai	

etika	pelayanan	publik,	dan	tata	kelola	yang	baik.	

Sebagai	 penutup,	 transformasi	 administrasi	 publik	 di	 era	 digital	 merupakan	

momentum	strategis	untuk	memperkuat	kualitas	tata	kelola	pemerintahan	di	Indonesia.	

Jika	dikelola	dengan	tepat,	transformasi	ini	akan	menjadi	fondasi	bagi	birokrasi	yang	lebih	

responsif,	profesional,	dan	berorientasi	pada	kepentingan	publik.	Pemerintah	perlu	terus	

berinovasi	dan	berinvestasi	dalam	sumber	daya	manusia,	sistem	informasi,	serta	regulasi	

yang	mendukung	keberlanjutan	reformasi	digital	secara	menyeluruh.	
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